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WALI NAGARI …..
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



PERATURAN WALI NAGARI .......
NOMOR        TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI NAGARI ....... NOMOR .. TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI ….. ,

	Menimbang

	:
	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6  Peraturan Nagari ….. Nomor .. Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026, dimana dalam hal terjadi penambahan dan/atau pengurangan pendapatan nagari pada tahun berjalan dan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja dan kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, Wali Nagari dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dengan melakukan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dan memberitahukannya kepada Bamus Nagari;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Wali Nagari.

	 Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5495) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perbahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 152 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari;
11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Nagari;
12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2025 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 17 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2026 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026; 
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
15. Peraturan Nagari .......... Nomor ….. Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari .......... Tahun 2022-2028 (Lembaran Nagari .......... Tahun 2022 Nomor …. ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nagari ..........  Nomor .. Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Nagari .......... Nomor …… Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Tahun 2022-2028 (Lembaran Nagari .......... Tahun 2025 Nomor …. );
16. Peraturan Nagari .......... Nomor …. Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2026 (Lembaran Nagari .......... Tahun 2025 Nomor ….. );
17. Peraturan Nagari ......... Nomor ......... Tahun ...... tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026;
18. Peraturan Wali Nagari … Nomor .. Tahun … tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026.



MEMUTUSKAN :
	Menetapkan
	:
	PERATURAN WALI NAGARI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI NAGARI … NOMOR .. TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2026



Pasal I 
Ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Wali Nagari .. Nomor .. Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026 diubah dan selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

	1. Pendapatan Nagari
	
	

	1.1 Pendapatan Asli Nagari
a. Semula		
b. Bertambah/(berkurang)			 Jumlah pendapatan asli nagari setelah perubahan
	
Rp
Rp
Rp
	




	1.2 Transfer
a. Semula		
b. Bertambah/(berkurang)			 Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan
	
Rp
Rp
Rp
	




	1.3 Pendapatan Lain-lain
a. Semula					
b. Bertambah/(berkurang)			 
  Jumlah pendapatan lain-lain setelah perubahan
	
Rp
Rp
Rp
	




	            Jumlah pendapatan setelah perubahan
	Rp
	

	2. Belanja Nagari
	
	

	2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
a. Semula				
b. Bertambah/(berkurang)			 
Jumlah setelah perubahan
	

Rp
Rp
Rp

	2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan
a. Semula				
b. Bertambah/(berkurang)			 
Jumlah setelah perubahan
	
Rp
Rp
Rp

	2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
a. Semula		
b. Bertambah/(berkurang)			 
Jumlah setelah perubahan
	
Rp
Rp
Rp

	2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
a. Semula					
b. Bertambah/(berkurang)			 
Jumlah setelah perubahan
	
Rp
Rp
Rp

	2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
a. Semula		      
b. Bertambah/(berkurang)			 
Jumlah setelah perubahan
	

Rp
Rp
Rp

	      Jumlah Belanja setelah perubahan		   Surplus/(Defisit) setelah perubahan
	Rp
Rp

	3. Pembiayaan Nagari
3.1. Penerimaan Pembiayaan
a. Semula						Bertambah/ (berkurang)
	Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		
	

Rp
Rp
Rp

	3.2. Pengeluaran Pembiayaan
a. Semula      						Bertambah/ (berkurang)	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan			
	
Rp
Rp
Rp

	       Selisih Pembiayaan Nagari (3.1 - 3.2)
	Rp

	4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
	Rp



Pasal II
Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari … .
Ditetapkan di …
						pada tanggal       			    2026
WALI NAGARI …,


Nama tanpa gelar dan tidak bold
Diundangkan di …
pada tanggal         	            2026
SEKRETARIS NAGARI ..,



Nama tanpa gelar dan tidak bold
BERITA NAGARI … TAHUN 2026 NOMOR

	LAMPIRAN I

	PERATURAN WALI NAGARI .....

	NOMOR
	:
	     TAHUN 2026

	TENTANG
	:
	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI NAGARI ...... NOMOR … TAHUN … TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2026
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